
A. Latar Belakang Masalab 

BAB I 

PENDARULUAN 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus 

mcnerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningl<atkan 

kesejahteraan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan. 

Salah satu upaya mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali surnber dana yang berasal dari 

dalam negeri berupa pajak. Pcncrimaan dalam negeri berupa pajak ini telab 

mcnjadi sektor yang sangat penting dan menjadi primadona penerimaan negara. 

Hal ini dapat dilihat dari semakin dominannya kontribusi pajak dalam APBN 

negara kita yang hampir 70% pada tahun 2008. 

Upaya kearah kemandirian pcmbiayaan tersebut juga dilakukan 

pemerintah melalu i penyempumaan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenluan 

Umum dan Tata Cara Pcrpajakan telah diubah dengan kembali dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan tcntang Kelenluan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. 

Selain itu juga diterapkan kebijakan perpajakan dalam tahun anggaran 2004 yang 

difokuskan pada pembaharuan administrasi perpajakan (/tn administration 

reform) sehlngga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. 
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Sejalan dengan berlakunya si�tcm self as.sc.umem dalam perpajakan 

Indonesia sejak tahuo 1984. perannn dan kejujuran wujib pajnk semakin mutlal. 

diperlukan. Sistem ini membcrikan kepercayaan kcpada wajib pajnk uotuk 

menghitung. membayar dan melllporlan pajak mcreka sendiri. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa masih banyak Y.ajib pajak yang belum melaporkan key,ajiban 

perpajakannya dcngan sebennmya. Sehingga pcncrimaan pajak yang selama inl 

masih belum optimal. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa 

berupaya melakukan kegiatan intcnsiflkasi dan ckstcnsifikasi pajnk melalu i 

pemeriksan pajal. Oengan adany� pemeriksaan pajak ter;ebut diharapkan wajib 

pajak tetap mematuhi scgala peraturan perpajakan. Sebagaimana tercantum dalam 

Pcraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.0312007 tanggal 28 Desember 

2007 tentang Tara Cam Pemeriksaan Pajak. 

Tujuan pemeriksaan pajak adalah unwk : 

I. Menguji kepatuhan pemenuhan keY.ajiban perpajakan. dilakukan dalam hal: 

a. SPT menunjukkan l.elcbihan pcmbayaran pajak. tcmsasuk yang telah 

diberikan pengcmbalian pcndahuluan kclebihan pajak; 

b. SPT Tahunan Pajak Penghnsilan menunjukkan rugi; 

c. SPT tidak disampailan atau disarnpaikan tidak pada "'aktu yang tclab 

ditetapkan; 

d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendeal 

Pajal.; 

e. Ada indiknsi key,lljiban pajak yang tidnk dipenuhi. 

2. Tujuan lain meliputi pemeriksaan )ang dilakukan dalam rangka : 
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